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PUTUSAN
Nomor 1852 K/Pid.Sus/2023
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG
memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang
dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung,
telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : ENDRIK KARNO bin AGUS USMAN;
Tempat Lahir : Sinabang;

Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun/10 Desember 1978;

Jenis Kelamin . Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Gajah Mada Gang Mris Nomor 20 RT.
014, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan
Tanjungkarang Timur, Kota Bandar Lampung;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung
Karang karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) juncto Pasal 76 C Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi
Undang-Undang;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Bandar Lampung tanggal 12 April 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ENDRIK KARNO bin AGUS USMAN
terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan
terhadap Anak di bawah umur”, sebagaimana yang diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) juncto Pasal 76 C Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
menjadi Undang-Undang;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7
(tujuh) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor
97/Pid.Sus/2022/PN Tjk tanggal 24 Mei 2022 yang amar lengkapnya sebagai
berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ENDRIK KARNO bin AGUS USMAN tersebut
diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana “Melakukan kekerasan terhadap Anak” sebagaimana dalam
dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 7 (tujuh) bulan;

3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila
dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa
sebelum masa percobaan 10 (sepuluh) bulan melakukan perbuatan yang
dapat dipidana;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,00 (dua
ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor
89/PID.SUS/2022/PT TJK tanggal 6 Juli 2022 yang amar lengkapnya sebagai
berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor
97/Pid.Sus/2022/PN Tijk, tanggal 24 Mei 2022 yang dimintakan banding
tersebut;
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- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat
peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu
rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor
18/Akta.Pid.Kasasi/2022/PN Tjk juncto Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Tjk yang
dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, yang
menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juli 2022, Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Bandar Lampung mengajukan permohonan kasasi
terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 Agustus 2022 dari Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung sebagai Pemohon Kasasi yang
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 1
Agustus 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut
telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar
Lampung pada tanggal 20 Juli 2022 dan Penuntut Umum tersebut
mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Juli 2022 serta memori
kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang
pada tanggal 1 Agustus 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta
dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan
cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut
Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon
Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam
berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon
Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai
berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat
dibenarkan karena putusan judex facti/Pengadilan Tinggi Yyang

menguatkan putusan judex facti/Pengadilan Negeri tidak salah dan telah
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menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara
mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

- Bahwa putusan judex facti juga telah mempertimbangkan fakta-fakta
hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai dengan
fakta-fakta hukum yang terungkap di muka sidang;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekira pukul 19.30 WIB
bertempat di Jalan Gajah Mada Gang Moris RT. 014, Kelurahan Kota
Baru, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung, Terdakwa
telah melakukan pemukulan terhadap Anak korban;

- Bahwa berawal ketika Terdakwa yang merasa terganggu dengan Anak
korban dan teman-teman. Anak Korban yang sedang berkumpul
kemudian Terdakwa marah-marah setelah itu Terdakwa memukul Saksi
Raditya bin Surya Umbara tetapi Saksi Raditya bin Surya Umbara
langsung menghindar dan akhirnya tidak mengenai Saksi Raditya bin
Surya Umbara kemudian Terdakwa berbalik dan langsung menggerakkan
tangan kanannya ke arah Anak korban kemudian memukul Anak korban
dengan menggunakan punggung tangan kanan Terdakwa yang mengenai
pada bagian wajah dipipi sebelah kanan Anak korban kemudian Terdakwa
pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Anak korban
mengalami sakit dan luka memar pada kelopak mata kanan bagian bawah
akibat trauma tumpul, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor
Rekam Medik 65 69 15 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul
Moeloek Bandar Lampung atas nama Anak korban yang ditandatangani
oleh dokter pemeriksa dr. Muhalla Mirza Primanda tertanggal 7 Juli 2021;

- Bahwa perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak
pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

- Bahwa demikian pula putusan judex facti yang menjatuhkan pidana
terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan
masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan tidak melampaui
kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua
keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang
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memberatkan maupun keadaan yang meringankan serta sifat perbuatan
yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak
dapat dibenarkan karena menyangkut berat ringannya pidana yang
dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi
karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak
diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan
tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak
dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan
telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud
dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata
pula putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum
dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan
ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk
membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 80 Ayat (1) juncto Pasal 76 C Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-
Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan
Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta
peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILL

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM
pada KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG tersebut;

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada
tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
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Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada
hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 oleh Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H., Hakim
Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,
Yohanes Priyana, S.H., M.H., dan H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H.,
M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal
itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Ayumi
Susriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut
Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Ttd./ Ttd./
Yohanes Priyana, S.H., M.H. Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.
Ttd./

H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
Ttd./
Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG - RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.HUM.
NIP : 19611010 198612 2 001
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